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ABSTRAK

Negara memiliki kedudukan prioritas dalam pemenuhan kewajibs‘m pfljak
melalui hak mendahulu. Tetapi hak mendahulu negara atas utang pajak tidak
sepenuhnya dapat dilaksanakan karena adanya peraturan perundang-
undangan yang memberikan didahulukannya pembayaran upalT
pekerjaburuh pada saat kepailitan usaha. Adapun rumusan masalah dan
penelitian ini : 1. Bagaimana pengaturan hak mendahulu negara bidang
pajak dalam ketentuan pajak terhadap kreditur lainnya? 2. Bagaimana
implikasi hak mendahulu negara bidang pajak dengan hak pekerja/buruh
dalam pemenuhan upah pekerja setelah adanya Putusan Mahkamah
Konstitusi No.67/PUU-X1/2013? Teori hukum yang digunakan pada
penelitian ini ialah teori hak mendahulu, teori kepastian hukum dan teori
keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif,
Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan konseptual, pendekatan
perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hak mendahulu negara dalam
bidang pajak merupakan hak istimewa yang diberikan kepada negara untuk

memperoleh pelunasan utang pajak sebelum kreditur lainnya. Hal ini

berakar pada prinsip bahwa pajak adalah sumber utama pendapatan negara

untuk membiayai kebutuhan publik. Kepentingan pajak mengatur ini

dengan jelas, termasuk batasan dan prosedumya. Penegakan hukum dalam

penagihan pajak harus memperhatikan hak-hak wajib pajak, termasuk hak-

hak pekerja/buruh dalam kepailitan usaha.

Kata kunci : Hak Mendahulu Negara, Pajak, Upah Pekerja/Buruh,
Kepailitan '

Menyetujui,
Pembimbing Utama, Pembimbing Pembaﬁtu,
Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. Taufani Yunithia Putri, S.H., M.H
NIP. 196304121990031002 NIP. 198806012022032004
Mengetahui,
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ABSTRACT

The state holds a position of priority in Julfilling tax obligations through the right
of preference. However, the state's right of preference over tax debis cannot be fully
implemented due to existing laws and regulations that prioritize the payment of
workers' wages during bankruptcy proceedings. The research problems in this
study are: 1. How is the state's right of preference in taxation regulated with respect
1o other creditors? 2. What are the implications of the state's right of preference in
laxation in relation to workers' rights to wages Jollowing the Constitutional Court
Decision No. 67/PUU-X1/2013? The theoretical Jramework used in this study
includes the theory of the right of preference, legal certainty theory, and justice
theory. The research method applied is normative juridical, The approaches used
include the conceptual approach, Statutory approach, and case approach. The
state’s right of prefercnce in taxation is a privileged right granted to the siate to
receive payment of tax debts ahead of other creditors. This is based on the principle
that taxes are a major source of state revenue used to fund public needs. The
importance of tax regulation lies in its clear arrangements, including limitations
and procedures. Law enforccment in tax collection must also ensure the protection

of taxpayers' rights, including workers' rights 1o wages during bankruptcy
proceedings.

Keywords : Right of Preference of the State, Tax, Workers' Wages, Bankrupicy
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Hukum administrasi ialah hukum publik yang berlandaskan dengan

!, Tujuan didirikannya negara Republik

prinsip-prinsip negara hukum
Indonesia tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa,
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan
ikut melaksanakan ketertiban dunia serta mewujudkan keadilan sosial®.
Tujuan berdirinya negara Republik Indonesia mengarah ke cita-cita bangsa
untuk terbentuknya negara yang memiliki kesejahteraan.

Untuk terwujudnya negara yang memiliki kesejahteraan, maka
negara membutuhkan anggaran dana yang banyak, salah satu sumber
pendanaan yang dapat diperoleh ialah pungutan yang dipaksakan yaitu
pajak. Hukum pajak menjadi bagian dari hukum administrasi memuat
ketentuan-ketentuan terkait pajak®. Dalam peraturan perundang-undangan

perpajakan, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah

! Philipus M. Hadjon et al., Pengan Hukum Administrasi Indonesia, Cet. 1X,
Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, him.28.

2 Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pembukaan Alinea IV

3 Deddy Sutrisno, Hakikat Sengketa Pajak Karakteristik Pengadilan Pajak
Fungsi Pengadilan Pajak, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, 2016, him.8.



Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan
Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut Undang-Undang
KUP) pada Pasal 1 angka 1 merumuskan : “Pajak adalah kontribusi wajib
kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat™. Pajak iuaran wajib oleh rakyat untuk
negara didasarkan undang-undang yang digunakan untuk membiayai
pengeluaran umum®. Pajak dipungut tanpa adanya imbalan secara
langsung untuk dipakai sebagai pembiayaan pembangunan nasional®.
Selain untuk mewujudkan kesejahteraan  tujuan didirikannya
negara ialah menciptakan keadilan. Salah satu syarat pemungutan pajak
ialah dengan prinsip keadilan dalam pemungutannya’. Keadilan tidak
hanya sebatas prinsip melainkan harus mewujudkan keadilan tersebut.
Sehingga konteks teori dan hukum pajak di Indonesia, selain untuk
mencapai keadilan menurut para ahli perpajakan juga bertujuan untuk

menciptakan ketertiban, kepastian serta mencapai kebahagian®. Tidak

4 Indonesia, Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga
Atas Undnag-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan, Pasal 1 angka 1

> Darwin, Pajak Bumi dan Bangunan, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2009, hal.1

® Deddy Sutrisno, Op.Cit, him.9.

7 Ibid, hlm.14

8 Muhammad Reza Syariffudin Zaki, Pengantar Ilmu Hukum dan Aspek Hukum
dalam Ekonomi, Penerbit Prenadamedia: Divisi Kencana, Jakarta, 2022, hilm. 213



hanya karena kesadaran masyarakat, keadilan juga dapat tercapai karena
pengaturan hukum terhadap masyarakat itu sendiri’.

Dalam pengelolaan pajak, kita mengenal istilah utang pajak yang
artinya utang pajak ialah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam
masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan!®. Secara umum
utang pajak ada karena undang-undang itu sendiri, maka pemerintah dapat
memaksakan pembayaran utang pajak kepada wajib pajak'!. Utang pajak
sering terjadi karena keadaan yang penting seperti atas penghasilan'?.

Dalam hal penagihan pajak adanya istilah hak mendahulu yang
artinya hak istimewa yang dimiliki oleh Negara terhadap barang-barang
milik penanggung pajak. Dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang KUP
merumuskan: “Negara mempunyai hak mendahulu untuk utang pajak atas
barang-barang milik penanggung pajak”.!*> Dalam penjelasan pasal 21 ayat
(1) tersebut menerangkan bahwasannya negara ditetapkan kedudukannya
sebagai kreditur preferen yang artinya memiliki hak mendahulu atas
barang-barang milik wajib pajak yang akan dilelang dimuka umum.'*
Dalam pasal 19 ayat (6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997

sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun

2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997

°Ibid, him. 58

10 Nurdin Hidayat & Dedi Purwana, Perpajakan : Teori & Praktik , Ed.1, Ctk. 2
— Depok : Rajawali Pers, 2018, him.64

' Deddy Sutrisno, Op.Cit, hlm.24

12 Adrian Sutedi, Hukum Pajak, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm.35.

13 Undang-Undang No 28 Tahun 2007, Op. Cit, Pasal 21

14 Ibid, Penjelasan Pasal 21



Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (selanjutnya disebut dengan
Undang-Undang PPDSP) merumuskan bahwa “Hak mendahulu untuk
tagihan pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali terhadap :

a. biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu
penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau
barang tidak bergerak;

b. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang
dimaksud;

c. biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan dan
penyelesaian suatu warisan.”!?

Dalam penjelasan pasal 19 ayat (6) Undang-Undang PPDSP “kedudukan
negara sebagai kreditur preferen dinyatakan mempunyai hak mendahulu
atas barang-barang milik penanggung pajak yang akan dijual kecuali
terhadap biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh suatu
penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak
bergerak, biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang
dimaksud, atau biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh
pelelangan dan penyelesaian suatu warisan”'®. Hasil penjualan barang-
barang milik Penanggung Pajak terlebih dahulu untuk membayar biaya-
biaya tersebut di atas dan sisanya dipergunakan untuk melunasi utang

pajak.

15 Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.
Pasal 19 ayat (6)

16 Ibid., Penjelasan Pasal 19 ayat (6)



Hak mendahulu untuk utang pajak dikaitan dengan dinyatakan
pailitnya suatu perusahaan, di mana kepailitan ialah proses wajib pajak
mempunyai kesulitan keuangan untuk melunasi utang dan dinyatakan
pailit oleh pengadilan, sehingga wajib pajak kehilangan hak untuk
menguasai dan mengurus harta yang telah dimasukkan dalam sita umum
yang telah dibawah penguasaan kurator dan dalam pengawasan hakim.!”

Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan
Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut
Undang-Undang Kepailitan dan PKPU), pada Pasal 1 angka 1
merumuskan bahwa “kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan
debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator
dibawah pengawasan Hakim pengawas”'®. Pada Pasal 1 angka 2 Undang-
Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa “Kreditor adalah orang
yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang dan dapat
ditagih dimuka pengadilan”®. Tujuan utama dari kepailitan adalah untuk
membagi kekayaan debitor di antara para kreditor melalui peran kurator.
Kepailitan bertujuan untuk mencegah sitaan atau eksekusi terpisah oleh
kreditor, dan sebagai gantinya, mengatur sitaan secara kolektif agar harta

debitor dapat dibagikan kepada semua kreditor sesuai dengan hak masing-

17 Imran Nating, Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan
Pemberesan Harta Pailit, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005, hlm. 44

1% Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 1 angka 1.

19 Ibid., Pasal 1 angka 2



masing?’. Dalam hal ini, pajak merupakan kreditur preferen yang memiliki
hak untuk didahulukan.

Kepailitan tidak terlepas dari hak-hak pekerja/buruh. Di sisi lain,
buruh atau pekerja memiliki hak konstitusional yang harus dilindungi,
terutama terkait pemenuhan upah yang menjadi kompensasi atas pekerjaan
mereka. Dalam Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan mengatur “Dalam hal perusahaan dinyatakan
pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan

utang yang didahulukan pembayarnnya?!”

, selain itu, dalam Pasal 28D
ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
dinyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat
imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja?”.
Upah merupakan bagian integral dari hak tersebut. Permasalahan muncul
ketika perusahaan berada dalam kondisi kebangkrutan atau kepailitan, di
mana kewajiban pembayaran upah kepada buruh sering kali bersaing
dengan kewajiban pajak kepada negara.

Berdasarkan aturan hukum, negara memiliki kedudukan prioritas

dalam pemenuhan kewajiban pajak melalui hak mendahulu. Tetapi hak

mendahulu negara atas utang pajak tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan

20 Muhammad Adhiluhung Sosiawan, “Eksistensi Hak Mendahului Negara Atas
Hutang Pajak Debitor Dalam Proses Kepailitan”, JIPSI (Jurnal Ilmu Pendidikan dan
Sosial) Vol 1 No 3 Oktober 2022, him. 233.

2! Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,
Pasal 95 ayat (4).

22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Op.Cit.,
Amandemen Kedua, Pasal 28D ayat (2)



karena adanya peraturan perundang-undangan yang memberikan
didahulukannya pembayaran upah pekerja/buruh pada saat perusahaan
pailit. Persoalan ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai keadilan dan
perlindungan hak buruh dalam kaitannya dengan kewajiban pajak
perusahaan kepada negara.

Pada tahun 2014 adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
67/PUU-X1/2013 terkait permohonan uji materi terhadap pasal 95 ayat (4)
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hasil
dari putusan tersebut memutuskan bahwa pada proses kepailitan
pembayaran upah pekerja harus didahulukan dari semua jenis kreditor
lainnya termasuk hak mendahulu Negara.

Hal tersebut menimbulkan permasalahan terutama dalam implikasi
hukum terhadap kedudukan hukum hak mendahulu Negara dan hak upah
pekerja pada proses kepailitan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka
penulis tertarik untuk mengkaji proposal skripsi ini dengan judul : “Hak
Mendahulu Negara Bidang Pajak Dihadapkan Dengan Pemenuhan

Upah Pekerja/Buruh Dalam Proses Kepailitan”

. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu :
1. Bagaimana pengaturan hak mendahulu negara bidang pajak dalam

ketentuan pajak terhadap kreditur lainnya?



2. Bagaimana implikasi hak mendahulu negara bidang pajak dengan
hak pekerja/buruh dalam pemenuhan upah pekerja setelah adanya

Putusan Mahkamah Konstitusi No.67/PUU-X1/2013?

C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:
1. Menganalisis kedudukan hukum terkait hak mendahulu negara bidang
pajak sesuai ketentuan perpajakan.
2. Mengindetifikasi dan mengevaluasi dampak dari putusan Mahkamah
Konstitusi No.67/PUU-X1/2013 terhadap hak mendahulu negara bidang

Pajak dan pemenuhan upah pekerja/buruh.

D. Manfaat Penelitian
Dengan adanya penelitian ini, diharapkan adanya manfaat yang dapat
diambil dari penelitian. Manfaat penelitian ini meliputi manfaat teoritis

dan manfaat praktis. Adapun manfaat tersebut, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian atau
literatur dalam penelitian-peneelitian selanjutnya, khususnya
mengenai kajian tentang kebijakan hukum pajak terkait hak
mendahulu negara.
b. Menambah pengetahuan tentang pemenuhan hak atas utang pajak

dan hak atas upah setelah suatu perusahaan dinyatakan pailit.



c. Menjadikan bahan pemikiran bagi pemerintah untuk membuat

kebijakan perpajakan yang lebih baik di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis
a. Bagi wajib pajak, membuat informasi mengenai kedudukan utang
pajak terkait permasalahan kepailitan.
b. Bagi perusahaan, sebagai acuan dalam menyelesaikan pembayaran

terhadap kreditur setelah perusahaan dinyatakan pailit.

E. Ruang Lingkup Penelitian
Maka ruang lingkup penelitian ini adalah kajian dalam hukum administrasi
negara yang membahas mengenai hukum pajak di Indonesia terkait hak
mendahulu Negara pada masa kepailitan setelah adanya putusan

Mahkamah Konstitusi No.67/PUU-X1/2013.

F. Kerangka Teori

1. Teori Hak Mendahulu
Dalam penjelasan Rochmat Soemitro Negara pada umumnya
mempunyai hak mendahulu atas tagihan-tagihan pajak kecuali ada
ketentuan lain dalam undang-undang®*. Hak mendahulu akan timbul
ketika adanya tagihan utang pajak dan utang biasa karena wajib pajak
tidak mampu membayar utang-utang tersebut. Maka dari itu utang
pajak dapat didahulukan karena hasil dari pembayaran utang pajak

dapat digunakan untuk kepentingan umum.

23 Rochmat Soemitro, Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan,
Bandung, Eresco, 1965, him.34
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Hak mendahulu negara timbul pada saat perusahaan dinyatakan
pailit. Dalam konteks perpajakan, dalam hal wajib pajak mengalami
kebangkrutan atau likuidasi, negara memiliki prioritas untuk menagih
kewajiban pajak yang terutang sebelum kreditur lain. Negara
diposisikan sebagai pihak yang memiliki hak preferensial atas aset
wajib pajak dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan. Hak
mendahulu bagian pajak didasarkan pada prinsip bahwa debitor wajib
menanggung segala utang dan segala harta bendanya. %*

Dalam hukum kepailitan, hak mendahulu dapat diberikan kepada
pihak tertentu, seperti karyawan yang memiliki hak untuk menerima
upah yang tertunggak. Hak mendahulu juga bisa berlaku untuk kreditor
dengan jaminan, di mana kreditor yang memiliki hak atas aset tertentu
(seperti hipotek atas properti) akan didahulukan dari kreditor lainnya

dalam hal pelunasan utang.

. Teori Kepastian Hukum

Kepastian berasal dari kata dasar pasti yang artinya tetap; tentu.
Teori kepastian hukum ialah jaminan terhadap keadilan. Menurut
Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum adalah bagian yang
tetap dari hukum. Gustav Radbruch dalam teorinya memukakan empat
hal yang mendasar dalam pengertian kepastian hukum, yaitu sebagai
berikut :

1) Hukum positif dalah perundang-undangan.

24 Muhammad Adhiluhung Sosiawan, Op.Cit, him. 233
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2) Hukum dibuat berdasarkan sebuah fakta.

3) Fakta yang dimaksud dalam hukum haruslah jelas agar tidak ada
kekeliruan dalam hal pengertian atau pemaknaan sehingga hukum
dapat terlaksana dengan baik.

4) Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.?

Radbruch menekankan bahwa kepastian hukum adalah aspek
penting dari sistem hukum karena tanpa kepastian, orang tidak akan
tahu apa yang diharapkan dari mereka dan hukum akan kehilangan
kemampuannya untuk mengatur masyarakat secara efektif. Namun, ia
juga  berpendapat bahwa  kepastian hukum tidak  boleh
mengesampingkan keadilan.

Kepastian hukum merupakan produk dari hukum yaitu perundang-
undangan®®. Dalam pandangannya keadilan dan kepastian hukum harus
diperhatikan agar terciptanya ketertiban suatu negara, hukum positif
haruslah ditaati. Negara dalam melaksanakan peraturan-peraturan yang
ada haruslah efektif, dengan demikian akan teciptanya kepastian hukum

yang sesaui dan adil bagi semua pihak.

3. Teori Keadilan
Keadilan berawal dari kata dasar adil, dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia kata adil memiliki arti tidak memihak, tidak berat sebelah

dan tidak sewenang-wenang. Konsep keadilan bersifat relatif maka

2 Ibid, hlm. 230
26 Qatjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012, him. 20
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dari itu diperlukannya ketertiban umum yang relevan ditengah-tengah
masyarakat?’.

Menurut Hans Kelsen, pada dasarnya nilai keadilan berbeda
dengan nilai hukum, nilai keadilan bersifat subyektif dan nilai hukum
berdasarkan fakta-fakta secara objektif. Selanjutnya dalam “General
Theory of Law and State,” Kelsen berpendapat bahwa keadilan dalam
arti legalitas adalah hukum yang sesuai dan ditetapkan pada tata
hukum secara sadar. Sehingga kelsen berpendapat keadilan ialah
legalitas yang tolak ukurnya berdasarkan hukum positif. 2®

Dalam teori keadilan ini diharapkan terpenuhinya segala aspek
menurut hukum positif dalam pemenuhan hak mendahulu utang pajak

dan upah buruh dalam proses kepailitan sehingga ketertiban hidup

berdasarkan prinsip keadilan sosial®’.
G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Dalam penulisan skripsi ini jenis penelitian yang digunakan penulis
adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ialah
berfokus pada asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi

hukum dan perbandingan hukum?®. Penelitian ini juga menggunakan

27 M. Agus Santoso, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum,
Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm.85.

28 Kelik Wardianto and Khudzaifah Dimyati, "Basis Epistimologis Paradigma
Rasional Dalam Ilmu Hukum: Sebuah Deskripsi Tentang Asumsi-Asumsi Dasar Teori
Hukum MurniHans Kelsen", Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14, No. 3, 2014, Hlm. 375.

29 M. Agus Santoso, Op.Cit., hlm.87

30 Zainudin Ali, 2021, Metode Penelitian Hukum Jakarta: Sinar Grafika, HIm.12
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teori-teori, asas-asas serta peraturan perundang-undangan dan
ketentuan lainnya yang berkaitan dengan lingkup penelitian®'.

Metode normatif berlandaskan analisis pada norma hukum yang
ada dalam bentuk undang-undang, putusan pengadilan dan doktrin
yang berhubungan dengan topik penelitian. Pada penelitian ini
memakai pemahaman terhadap norma-norma hukum yang relevan
dalam menganalisi, mengidntifikasi serta memahami kebijakan hukum
tentang hak mendahulu Negara serta pemenuhan upah buruh. Dalam
ilmu hukum objeknya ialah norma hukum maka dilakukan untuk
membuktikan apakah norma dalam praktiknya telah sesuai dengan

prinsip hukum untuk menciptakan keadilan 2.

2. Pendekatan Penelitian
Penelitian pada proposal ini menggunakan 3 pendekatan yaitu :
1. Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach)
Pendekatan Konseptual adalah pendekatan dengan mempelajari
pandangan-pandangan dalam ilmu hukum, sehingga dapat
menghasilkan ide-ide yang mendatangkan pengertian-pengertian
hukum, konsep-konsep hukum serta asas-asas hukum yang relevan
dengan isu yang dihadpai. *

2. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)

31Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu
Tinjauan Singkat, Cetakan ke-17, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015, him.13
32Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayu
Media Publshing,2008, hIm.50-51.
3Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, hlm.135
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Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan
dilakukannya telaah pada peraturan perundang-undangan serta
regulasi yang berkaitan dengan isu hukum. 3*Penelitian ini
melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan karena
berkaitan dengan berbagai aturan hukum.
3. Pendekatan Kasus (Case Approach).

Pendekatan kasus pada penelitian ini diterapkan untuk melihat
studi kasus terkait hak mendahulu bagian pajak dihadapkan dengan
adanya putusan Mahkamah Konstitusi mengenai upah pekerja pada
masa kepailitan. Melalui pendekatan kasus ini diharapkan dapat

memahami bagaimana hukum diterapkan dalam situasi rill.

3. Bahan Penelitian
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum yang bersifat mengikat secara umum. Bahan hukum
primer didalam penelitian ini adalah:
1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang
Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
3) Undang-Undnag Nomor 13 Tahun 2003 Tentang

Ketenagakerjaan.

34Ibid., hlm.93
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4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang
Kepailitan.
5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.
6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997
Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.
7) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-X1/2013.
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang memberikan
interprestasi terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari buku,
jurnal, artikel, makalah dan sumber lainnya yang memiliki
relevansi dengan permasalahan yang dibahas dan diteliti.
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan
pengertian atau penjelasan terhadap materi hukum primer dan
sekunder. Hukum tersier mencakup kamus hukum, berita hukum
dan sumber informasi lainnya yang berkaitan dengan bahan hukum

primer dan sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian
Teknik pengumpulan bahan penelitian ialah menggunakan studi
pustaka merupakan pengumpulan bahan terhadap informasi tertulis

mengenai hukum yang diperoleh dari sumber yang telah
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dipublikasikan secara luas®. Dalam proses ini untuk mengkaji
kerangka hukum yang relavan. Studi pustaka pada penelitian ini
menggunakan cara membaca, mengutip dan menganalisis data yang

diperoleh dari bahasan penelitian ini.

5. Teknik Analisis Bahan Penelitian
Teknik analisis bahan pada penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif, yaitu menguraikan hasil dari penelitian dalam bentuk
kalimat dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini
mengacu pada pengumpulan bahan hukum serta analisis bahan hukum

yang menggambarkan keadaan yang terjadi®.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan
Teknik penarikan kesimpulan pada penelitian ini menggunakan
metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari bahan penelitian yang
bersifat umum ke bahan penelitian yang bersifat khusus®’. Dengan
metode deduktif ini diterapkan maka diharapkam dapat merumuskan
kesimpulan baru yang berasal dari pembahasan terhadap

permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini.

3Muhaimin, M, Metode Penelitian Hukum, Mataram:Mataram University Pres,
2020, hlm. 65

3%Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif SuatuTinjauan
Singkat, Cetakan ke-17, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015, him.52.

37 Amirudin dan Zainul Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2018, him. 25.
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